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ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEBUN LADO
KECAMATAN SINGINGI KABUPATENKUANTAN SINGINGI

Oleh :'Reynaldo

Tujuan dari penelitian_.inicadalah untuk: mengetahui Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republikiindonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun+Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten = Kuantan Singingi, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam
Pengelolaan Dana Desa tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan metode kualitatif, yang dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan yang ditentukan dengan cara sensus, serta
Ketua BPD dan Ketua LPM yang ditentukan dengan Purposive Sampling.Jenis sumber
data yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknikanalisis data yang digunakan
adalahanalisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana
Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada umumnya telah cukup terlaksana dengan baik
sesuai ketentuan yang berlaku; sementara faktor Jpenghambat dalam Pengelolaan Dana
Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurang
tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet, serta rendahnya partisipasi masyarakat
dalam Musrenbang Desa.

Kata Kunci: analisis, pengelolaan, danadesa, keuangan desa
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ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION
OF THE MINISTER OF AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2018 CONCERNING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN
KEBUN LADO VILLAGE, SINGINGI DISTRICT KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By : Reynaldo

The purpose of this study was to determine the Management of Village Funds
Based on the Regulation of the. Minister :of Home ;/Affairs of the Republic of Indonesia
Number 20 of 2018 concerningVillage Financial Management in Kebun Lado Village,
Singingi District, Kuantan Singingi Regency, and to determine the inhibiting factors in
the Management of Village Funds. This type of research is descriptive research with a
qualitative method approach, which was carried out in Kebun Lado Village, Singingi
District, Kuantan Singingi Regency. The research informants consisted of the Village
Head, Village Secretary, and Head of Financial Affairs who were determined by means of
a census, as well as the Head of the BPD and the Head of the LPM who were determined
by purposive sampling. Types of data sources, namely primary data and secondary data,
and data collection techniques with interviews, observation.and documentation. The data
analysis technique used is gualitative data analysis. The results of this study conclude
that the management of Village Funds based on the Regulation of the Minister of Home
Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial
Management in Kebun Lado village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency which
includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability in
general has been quite well implemented accordance with applicable regulations; while
the inhibiting factors in the Management of Village Funds based on the Regulation of the
Minister of Home Affairs of the Republic ‘of-Indonesia Number 20 of 2018 concerning
Village Financial Management in Kebun Lado village, Singingi District, Kuantan
Singingi Regency are limited human resources, lack of availability of internet network
facilities and infrastructure, and low community participation in Musrenbang Village.

Keywords: analysis, management, village funds, village finance

XVii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |

PENDAHULUAN

propinsi,
dengan un
tentang Pe
Daerah kab
kelurahan da

Keberadaa : : idis - g Nomor 6 Tahun
memiliki batas
mengurus urusan pe .@ pembangunan, dan kepentingan
masyarakat setempat berda ‘ ! rakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya
merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian
desa dalam penyelenggarakan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan

desa. Mengingat dana desa yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan



terus meningkat tiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan
sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan
transparan.

Meskipun Desa merupakan wilayah administratif satuan pemerintahan
yang berada level terendah, namun 'keberadaan Desa cukup penting bagi suatu
Daerah. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan dan kemajuan Desa-desa
pada suatu Daerah akan menjadi barometer pula bagi keberhasilan pembangunan
dan kemajuan Daerah tersebut. Oleh sebab itu, maka pemerintah selalu berupaya
untuk melakukan percepatan pertumbuhan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa melalui penyusunan dan penerapan berbagai kebijakan, antara
lain yaitu melalui tranfer Dana Desa.

Dana Desa merupakan_sumber penerimaan Desa yang terpenting karena
Dana Desa merupakan komponen penerimaan Desa terbesar yang dianggarkan di
dalam APB Desa. Selain Dana Desa, komponen penerimaan Desa dalam APB
Desa juga dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya seperti Alokasi Dana
Desa (ADD), bagian dari hasil pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah, bantuan
keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk

membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,



pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di
alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem pengelolaan dana_desa yang-dikelola oleh pemerintah desa
termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban
merujuk pada  Undang-Undang=Nomor 33 sTahun 2014 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut
dielaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
termasuk didalamnya pemerintah desa menganut money follow function yang
berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban
dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan
kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai
kebutuhan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk
menandanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana
Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, maka
untuk mengoptimalkan “penggunaan ‘Dana Desa, pemerintah diberikan
kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk
mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan
kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas



Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 9, “Desa dalam penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan

tingkat perkembangan Desa meliputi:

a.

Desa Tertinggal dan/fatau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur dasar; dan

2. Pembangunan, pengembangan sdan  pemeliharaan = infrastruktur
ekonomi serta'pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan
pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan
pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

2. Pengadaan sarana- prasarana. sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pembangunan pada:

1. Pembangunan, « pengembangan . dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi serta pengadaan “sarana. prasarana produksi, distribusi dan
pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan
akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan; dan

3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.”



Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 12 huruf a disebutkan bahwa:
“Desa Tertinggal-dan/atau Desa_Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Desa yang meliputi:

1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. Pembentukan usaha ekonomt warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola
BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi. lainnya = yang... difokuskan. kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam
dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. Pembukaan lapangan kerja untuk. pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa secara berkelanjutan.”

Mengingat. pentingnya Dana Desa tersebut bagi kemajuan dan
pengembangan suatu “Desa, maka pengelolaannya harus benar-benar dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dana Desa perlu dikelola secara efektif dan
efisien agar tujuan pemberiannya dapat tercapainya sebagaimana yang
diharapkan. Tahap pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sama halnya dengan
Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 1 angka (6) bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan



kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) vyang .dibantu Perangkat Desa..yang ditunjuk. sebagai Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berkewajiban melakukan pengelolaan
Keuangan Desa secara transparan; akuntabel,spartisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Dengan begitu, maka diharapkan Dana Desa yang
ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat Desa.

Perencanaan merupakan kegiatan yang cukup penting dalam Pengelolaan
Dana Desa. Hal ini dikarenakan Dana Desa yang ada dapat dimanfaatkan secara
maksimal melalui perencanaan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 31 ayat (1) bahwa: Perencanaan pengelolaan keuangan
Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Setelah perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa
sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa disusun dan ditetapkan, maka
Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
dibantu Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa (PPKD) mengurus realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut dalam
rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan



Keuangan Desa Pasal 43 ayat (1) bahwa: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa
merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Sehubungan dengan .Pengelolaan...Dana Desa;. maka diperlukan
penatausahaan yang baik agar tercipta tertib dan disiplin dalam pengelolaan
anggaran. Berdasarkan Peraturan TMenteri’ Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 disebutkan
bahwa:

“(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan; sebagali
pelaksana fungsi kebendaharaan;
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum; dan
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.”

Sesual dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
Pemerintah melakukaan pembinaan: dan> pengawasan dengan memberikan
pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan
keuangan desa yang transaparan, akuntabel dan-bertanggungjawab, diperlukan
pengaturan mengenai pelaporan. dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan
keuangan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 68 ayat (1) bahwa:

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Selanjutnya di dalam “Peraturan Menteri



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 70 bahwa:
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan _pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. Laporan keuangan, terdiri atas:

1. Laporan realisasi APB Desa; dan
2. Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan programlainnya yang

masuk ke Desa.”

DesaKebunLadomerupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini merupakan Desa Swadaya yang
memiliki luas wilayah 353,47 Km persegi dan terdiri dari 3 Dusun, 4 RW dan 8
RT. Desa ini berpenduduk 4.791 jiwa yang terdiri dari 934 jiwa penduduk laki-
laki dan 857 jiwa penduduk perempuan, serta 483 rumah tangga (Kecamatan
Singingi Dalam Angka 2020). Seperti halnya Desa-desa lainnya, Desa Kebun
Lado memperoleh transfer Dana Desa dari Pemerintah untuk tahun anggaran 2019
sebesar Rp 761.248.000,00, sementara total APB Desa untuk tahun anggaran
tersebut adalah Rp 1.210.102.000,00. Dana tersebut kemudian dipergunakan
untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan untuk Bidang
Pemberdayaan Masyarakat.Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa

Kebun Lado, dari hasil prasurvei yang peneliti lakukan masih mengindikasikan

fenomena yang dapat dirangkum sebagai berikut:



Pada tahun 2019 Desa Kebun Lado memperoleh transfer sebagai Dana
Desa sebesar Rp 761.248.000,00. Sementara itu Pemerintah Desa Kebun
Lado membuat perencanaan dan penganggaran keuangan Desa, yang
merupakan-Salah satu bagian dari pengelolaan Keuangan Desa, yang mana
sesuai dengan APB Desa Tahun 2019, jumlah pengeluaran APB Desa
adalah sebesar Rp.1,283:986.670,25.1Dana tersebut dibelanjakan untuk
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesSa;  Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan untuk
Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa yang
diperoleh tersebut dimusyawarahkan melalui Musyawarah Desa. Namun
masih minimnya keterlibatan unsur masyarakat dalam.Musyawarah Desa
tersebut yang mana partisipasi masyarakat diperlukan untuk turut serta
memberikan masukan . mengenai prioritas penggunaan anggaran untuk
pembangunan Desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Pemerintah. Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan Dana Desa yang tercantum di-dalam APB Desa setiap
tahunnya kepada Bupati sesuai Ketentuan perundang-undangan. Namun
adanya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
berdampak pada tertundanya pencairan Dana Desa tahap berikutnya yang
pada akhirnya juga akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini antara lain
dikarenakan masih kurang memadainya kapabilitas sumber daya manusia

terutama perangkat Desadalam penyusunan laporan pertanggung-jawaban.
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Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 70 ayat (2) bahwa: Laporan pertanggungjawaban

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran

Desa.Akan tetapi

an teknologi
tetapi di Desa

nsional, karena

lebih besar kepada
masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.

Menurut peneliti, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat memberikan
gambaran sejauhmana keberhasilan Pengelolaan Dana Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam
hal ini sarana dan prasarana Desa serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di

Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih

judul penelitian: “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan

C. Tujuan dan Kegunaan Pene

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa

penulis tentang

mengenai ilmu

agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.
2) Sebagai referensi dan sumber informasi serta bahan
pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian

di masa yang akan datang.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

rakyat hart : ant geve Is baik (good

Governance

pemerintaha Ndra ,-. rintahan adalah

“ilmu yang

dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan
pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan
pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena
kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi
yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan

seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan

13
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sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan

diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan

sistematis serta spesifik (khas) (Syafiie, 2011;8)

adalah lembaga

negara yang nang ayani, memfasilitasi

mencapai tujuan bersama yaitu, melindungi kepentingan masyarakat melayani
kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.”

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara

wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat,
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menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. (Rasyid, 2002;14)

3. Manajemen Pemeri

semua

A

1. ' ncapai tujuan
2]

2. ﬁ yang saling
4

‘ bangan antara

6’ yang saling

g Iam organisasi,

ggan, konsumen,

arakat dan pemerintah.
3 erja organisasi dapat

adalah efisiensi dan efektiv doko, 2012;6)

Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, 2012;2). Selanjutnya menurut Harold
Koontz dan Cyril O’Donnel dalam Hasibuan (2008;2), manajemen adalah usaha

mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer
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mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Harrington Emerson dalam Herujito (2004;6), “manajemen

\ 22k

RO L

1.

tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan
penggunaan satu rencana.

6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum —

kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan organisasi.

7. balas jasa — kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik

bagi karyawan maupun pemilik.
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8. Sentralisasi — adanya keseimbangan yang tepat antara antara sentralisasi
dan desentralisasi.
9. Rantai skalar (garis wewenang) — garis wewenang dan perintah yang jelas.
10. Order — bahan-bahan (material) dan.erang-orang harus ada pada waktu
yang tepat. Terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi-
posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk mereka.
11. Keadilan — harus ada keadilan kesamaan perlakuan dalam organisasi.
12. Stabilitas staf organisasi — tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi
tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi.
13. Inisiatif — bawahan harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan
menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi.
14. Esprit the corps (semangat korps) — kesatuan adalah kekuatan,
pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan dan
rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat korps.
Manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (penetapan apa yang
akan dilakukan, pengorganisasian (perancangan dan penugasan kelompok kerja),
penyusunan personalia (penarikan, ‘seleksi, pengembangan, pemberian
kompensasi dan penilaian prestasi kerja), pengarahan (motivasi, kepemimpinan,
integrasi, dan pengelolaan konflik) dan pengawasan. (Handoko, 2001;3)
Menurut Salam (2007;34), “untuk menjalankan sebuah negara agar dapat
mencapai ketentraman, kesejahteraan dan kesentosaan bersama diperlukan
penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai

tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik dan
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ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan

pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah

pemerintahan.”

ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
(Santosa, 2009;131).

Syarat bagi terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar

meliputi :
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Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu
melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

Rule of law; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar,

dikesampingkan.
Efektivitas dan Efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien
dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan
keuangan negara, dll.

Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
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misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan
strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang

terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan

atau yang dise eNga a lain, selanjutn Sa, adalah kesatuan

masyarakat ang m atas wilayal ntuk mengatur
dan meng setempat
berdasarkan prakarse ak as an/atau hak tradisional yang

diakui dan d ! : i intahan a.-Kesatuan Republik

lembaga politik,lembaga ekono ga peradilan,sosial budaya,pertahanan
dan keamanan yang dikemabangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
baik lahir maupun batin.Dan untuk menunjang kelangsungan dari kesatuan
masyarakat hukum tersebut,maka Desa mempunyai potensi dan kekayaan yang di

atur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri

oleh masyarakat setempat.”
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Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kem ¥ 0 : ). masyarakat Desa

penyelenggaraa : 2 apentingan lasyarakat setempat

dalam siste

Desa sebagai unsur

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, pada Pasal 48 bahwa: “Perangkat Desa terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana kewilayahan; dan
Cc. Pelaksana teknis.”
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Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

pada Pasal 26 adalah sebagai berikut:

(1) Kepala _Desa bertugas. menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berwenang:

(2)

©)

(4)

S@ o a0 o

ot

53—~

0.

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan  meningkatkan ' perekonomian = Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapal perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
mengembangkan-kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknolagitepat guna;

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewakill Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuali dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
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mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip_ tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber ~ daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang cukup

penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang

demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (4) bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55 adalah:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
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5. Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Pasal 71 bahwa:

1)

Keuangan.Desa adalah-semua hak dan-kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu  berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 bersumber dari:

a.

o

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-1ain pendapatan asli Desa;

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
Alokasi-Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Hibah dan sumbangan, yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Mengenal Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

1)
()

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa,;

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan

menyetujui SPP.

Q oo
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(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
keputusan kepala Desa.

Selanjutnya mengenai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), di

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; pada Pasal 4 terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur Keuangan.

Tugas Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas
sebagai koordinator PPKD.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.
b.

C.

d.

e.

f.

mengoardinasikan-penyusunan dan pelaksanaankebijakan APB Desa;
mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desadan rancangan
perubahan APB Desa;

mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturanDesa tentang APB
Desa, ‘perubahan APB Desa, danpertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa;

mengoordinasikan ‘penyusunan . raneangan peraturankepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa danPerubahan Penjabaran APB Desa;
mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yangmenjalankan tugas
PPKD; dan

mengoordinasikan penyusunan laporan keuanganDesa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaanAPB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa
mempunyai tugas:

a.
b.
C.

melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,;

melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan danpengeluaran APB
Desa.
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Tugas Kaur dan Kasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1)
()

©)

(4)

(%)

Kaur dan.Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b bertugas

sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b.  Kaur perencanaan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. = Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban

anggaran belanja sesuaibidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidangtugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidangtugasnya;

menandatangani -perjanjian _kerja. sama denganpenyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatanyang berada dalam bidang

tugasnya; dan

f.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuaibidang tugasnya untuk
pertanggungjawabanpelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatananggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukanberdasarkan bidang tugas masing-masing

dan ditetapkandalam RKP Desa.

P00 T

Adapun fungsi dan tugas Kaur Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan

Desa menurut Peraturan Menteri. Dalam ‘Negeri Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 adalah sebagai berikut:

1)
()

©)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

melaksanakan fungsi kebendaharaan

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
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6. Pengelolaan Dana Desa
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya

2014 memberikan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara, pada Pasal 11 ayat (8) bahwa: “Besaran Dana Desa di setiap
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan-Menteri.” Selanjutnya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pada
Pasal 12 ayat (1) menyebutkancbahwa; Berdasarkan besaran Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,Bupati/\Walikota
menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara, pada Pasal 2,dinyatakan bahwa:, Dana Desa dikelola secara tertib,
taat pada ketentuan peraruran perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa;. Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada Pasal 19
dinyatakan sebagai berikut:

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
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rioritas Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor

16 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

didasarkan pada prinsip-prinsip:

a.

b.

Keadilan:mengutamakan.hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda-bedakan;

Kebutuhan  Prioritas:mendahulukan kepentingan Desa yang lebih
mendesak,lebih  dibutuhkan  dan  berhubunganlansung  dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

Terfokus:mengutamakan pilihan.penggunaan Dana Desa pada tiga
sampal dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai
dengan prioritas nasional,daerah provinsi,daerah kabupaten/kota dan
Desa,dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desayang dibagi
rata.

Kewenangan Desa:mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

Partisipatif: mengutamakan prakarsa,kreativitas.

Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan
kegiatan pembanguan Desa yang di biayai Dana Desa;

Berdikarl:  mengutamakan pemanfaatan. ‘Dana =~ Desa dengan
mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunanyang dikelola dari,oleh dan untuk masyarakat Desa
sehingga Dana Desa_berputar secara, berkelanjutan di wilayah Desa
dan/atau daerah kabupaten/kota.

Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan
pembangunan yang di biayai Dana Desa;

Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis,sosiologis,antropologis,ekonomi,dan  ekologi Desa yang
khas,serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya dilaksanakan sama halnya dengan

ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, Pasal 29 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

P00 o

Perencanaan;
Pelaksanaan;
Penatausahaan;
Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban.
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6.1. Perencanaan
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

skan akan

(Handokao,

2012;77)
a lain sebagai
berikut:
a.
al dan realistis,
ngan fakta dan
b.
yarataan logis dan
ima oleh akal, dan oleh
c. Fleksibel

Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel.
Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan
perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa

planning dapat kita ubah seenaknya.
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d. Komitmen
Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen
terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya
mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam jika
seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang
dirumuskan telah sesuai-dengan tujuanyang ingin dicapai oleh organisasi.

e. Komperehensif
Perencanaan yang baik juga harus memenuhi persyarataan komprehensif,
artinya menyeluruh  dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait
langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan yang
baik tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi
juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian
lain.

Perencanaan sangat penting dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan
dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengenai Perencanaan dalam Pengelolaan
Keuangan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 31 dinyatakan
sebagai berikut:

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakanperencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahanDesa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkandalam APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunanrancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahunberkenaan dan pedoman penyusunan APB
Desa yangdiatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

(3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimanadimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan
kewenangan Desa dan RKPDesa;
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b. prinsip penyusunan APB Desa;

c. kebijakan penyusunan APB Desa;

d. teknis penyusunan APB Desa; dan

e. hal khusus lainnya.

(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakanbahan penyusunan
aturan Desa tentangAPB Desa

diperlukan, siag ( an-melaksanakan mana pelaksanaannya
dan kapan we
Impl diarahkan pada

realisasi cara untuk

metode untuk melaksanakan prog an interpretasi berkenaan dengan
mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-
petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan
instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan
pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap

realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah

persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang
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berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau
peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas
melaksanakan program (Gordon dalam Pasolong, 2008;58).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi
atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam
pelaksanaan di antaranya adalah-proses pengadaan barang dan jasa serta proses
pembayaran. (https://www.keuangandesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-
keungan-desa:html)

Mengenai Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 43 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank
yang ditunjuk Bupati/\Wali Kota.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening
kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

6.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan
prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang
sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

(https://www.keuangandesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keungan

desa.html)
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Penatausahaan Keuangan Desa yang merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa
dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh Bendahara
Desa, pelaksana kegiatan yang.melibatkan_ fihak terkait lainnya.Bendahara Desa
wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa
penerimaan pendapatan desa dan-pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa.
Pelaksana' kegiatan “melakukan penatausahaan  terkait —Kkegiatan yang
dilakukannya.Bendahara Desa melakukan pencatatan secara Sistematis dan
kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan
Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara
sederhana, yaitu berupa Pembukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi.
(BPKP, 2016;115)

Mengenai Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 63 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh..Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 64

dinyatakan sebagai berikut:
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Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri
atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

Buku pembantusbank sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) huruf a
merupakan-catatan penerimaan danpengeluaran melalui rekening kas Desa.
Buku-pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potonganpajak dan pengeluaran setoran
pajak.

Buku pembantu panjar. csebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c
merupakan catatan pemberian danpertanggungjawaban uang panjar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 65, Penerimaan

Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a.

b.

C.

Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan

Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.

Adapun mengenai Penatausahaan pengeluaran dalam pengelolaan

keuangan desa diatur di didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada

Pasal 66 sebagai berikut:

1)
()

©)

(4)

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta
telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana
kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
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(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud.pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

6.3.1. Penatausahaan Pendapatan Desa

Penatausahaan pendapatan desa adalah /prases pencatatan yang dilakukan
oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa
yang meliputi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pihak
yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana
(pemerintah  pusat/propinsi/kabupaten/kota, masyarakat dan pihak Kketiga),
penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun), dan bank.Buku
yang terkait dengan penatausahaan pendapatan desa terdiri dari- Buku Kas Umum,
Buku Bank dan Buku Rinctan: Pendapatan. Selain Bendahara Desa, Pelaksana
Kegiatan juga melakukan penatausahaan terkait penerimaan khususnya terkait
swadaya, partisipasi dan gotong-royong melalui Buku Kas Pembantu Kegiatan.
Setiap pencatatan penerimaan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

(BPKP, 2016;115)

6.3.2. Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan belanja desa adalah proses administrasi pencatatan terhadap
seluruh pengeluaran belanja desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa ataupun
Pelaksana Kegiatan. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari RKD yang
merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk program
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kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDesa. Dokumen atau
formulir yang terkait dengan Penatausahaan Belanja Desa terdiri dari Rencana
Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB),.dan bukti kuitansi. Buku yang digunakan dalam
penatausahaan belanja berupa Buku Kas Umum (Tunai), Buku Bank dan Buku
Kas Pembantu Pajak yang dikelola ‘Bendahara Desa serta Buku Kas Pembantu
Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. (BPKP, 2016;117)

6.3.3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatausahaan Pembiayaan Desa adalah proses pencatatan yang dilakukan
Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi pembiyaan desa yang meliputi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.Bendahara  Desa.harus melakukan
penatausahaan atas pembiayaan desa berupa pencatatan kedalam dokumen
pencatatan untuk semuas penerimaan maupun _pengeluaran pembiayaan.
Sebagaimana penerimaan pendapatan, maka atas penerimaan pembiayaan yang
diterima secara tunai maupun transfer (misalnya atas transaksi penjualan hasil
kekayaan desa yang dipisahkan), Bendahara Desa harus membuat bukti kuitansi
tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa (untuk
penerimaan melalui transfer). (BPKP, 2016;123)

Begitupun halnya dengan pengeluaran pembiayaan, harus dilakukan
pencatatan pada Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa. Pencatatan
penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan baik berupa kas maupun
nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta

dicatat secara benar dan tertib.Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku
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Bank, juga dilakukan pencatatan pada Buku Rincian Pembiayaan, walaupun
frekuensi transaksi pembiayaan relatif sedikit. Tujuannya adalah agar diperoleh

informasi mengenai pembiayaan berdasarkan Kklasifikasinya yang nanti akan

selama satu

. v £ : &
yang berhubu engan ha o ‘
periode tertentt agai | , “ g

jawaban) ‘ an wewenang yang dibe erupakan suatu

(pertanggung-

bentuk penyajian data : gen: aupun keadaan
yang berkenaar dan UL tange - yang ditugaskan.

(https://

Sistematis (mengikuti kerang

- Ringkas dan jelas.

- Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam
Permendagri. (https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaporan-dan-

pertanggungjawaban.html)
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Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu
stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga
keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2007;11)

Untuk memenuhi prinsip.transparansi-dan akuntabilitas, maka kepala desa
wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas,
kewenangan, hak dan kewajibannya ‘dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan
tersebut bersifat periodik semesteran/tahapan dan tahunan, yang disampaikan
kepada bupati/walikota. Laporan yang harus disusun terdiri dari: Laporan
Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
(BPKP, 2016;135)Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama
menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk seluruh
sumber dana yang dikelola pemerintah desa selama semester | yang dibandingkan
dengan target/anggarannya:-, Laporan Realisasi 1Pelaksanaan” APBDesa Akhir
Tahun menggambarkan akumulasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan
sampai dengan” akhir tahun anggaran. (BPKP, 2016;139) Selain laporan
semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa untuk. seluruh sumber dana yang
dikelola desa, khusus Dana Desa.dibuatkan.laporan tersendiri, yang disampaikan
kepala desa kepada bupati/walikota sebagai persyaratan untuk setiap tahapan.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa terdiri atas: Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Desa Tahap |.
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Sehubungan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 68 diatur sebagai berikut:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan-pelaksanaan.APB Desa semester
pertama kepada Bupati/\Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

6.5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan_ dalam bentuk dokumen
tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Penyusunan laporan ini
dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya
yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat. Fungsinya adalah
sebagai bahan evaluasi untuk seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah
berjalan. Nantinya hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk melakukan perbaikan atau peningkatan - kualitas kegiatan di masa
mendatang. Laporan pertanggungjawaban memuat laporan mengenai pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan memuat laporan
yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat hingga waktu pelaksanaan secara
rinci. Sementara laporan penggunaan dana berisi rincian alokasi dana yang

digunakan selama kegiatan berlangsung. (https://www.jurnal.id/id/blog/simak-

pengertian-dan-komponen-laporan-pertanggungjawaban/)
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Mengenai Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 70 diatur sebagai berikut:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan.pertanggungjawaban realisasi APB

Desa kepada Bupati/\Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke Desa.

LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ~APBDesatersebut
setelah dibahas dan disepakati- bersama antara: pemerintah desa dengan BPD
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut harus
dilampiri dengan:

- LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

- Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan.

- Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke

Desa.

Peraturan Desa tentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.
(BPKP, 2016;141)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan



42

keuangan yaitu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah:

1.

Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiva masa  lalu atau masa kini, dan
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan yang relevan [ dapat s dihubungkan dengan maksud
penggunaannya..knformasi yang relevan:
(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
informasi  memungkinkan pengguna  untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa Kkini.
(c) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.
(d) Lengkap
Informasi  akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin, - mencakup semua Informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi ~pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada. / Informasi ‘yang melatarbelakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut
dapat dicegah.
Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut
secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi
karakteristik:
(a) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.



43

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.
Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangansperiode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas. pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan
bila entitas yang diperbandingkan-menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan, kebijakan akuntansi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk  itu, pengguna
diasumsikanmemiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna
untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Terkait dengan laporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam Peraturan

Menteri Dalam™ Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 72 dinyatakan sebagai berikut:

7.

1)
)

Laporan = sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;

b. laporan realisasi-kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesail dan/atau tidak terlaksana;

d. sisa anggaran; dan

e. alamat pengaduan.

Konsep Analisis

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2015;335), analisis adalah sebuah

kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu merupakan cara berpikir yang
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berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan
bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus

2001;53) adalah
njadi komponen

sama lain dan

8. Konsep Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan
adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan
tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu
merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan

pencapai tujuan (Daryanto, 1997;348)
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Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara
pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan
organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan
orang-orang secara pribadi dan_kelompok demi tercapainya tujuan organisasi
lembaga.Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan
kepemimpinan. Pengelolaan terjadi-bila terdapat kerjasama antara orang pribadi
maupun kelompok, maka seorang pemimpin_ bisa” mencapai tujuan yang
diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif. (Manullang,
1990;54)

Istilah ~pengelolaan (manajemen) mengandung  tiga .pengertian, vyaitu:
pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas
orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen
sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagi suatu ilmu. Menurut pengertian yang
pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku Encyclopedia of the
social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses
mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan
menurut pengertian yang kedua, manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang
melakukan aktivitas manajemen, dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen
adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. (Manullang, 1990;15)

9. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengelola Pengelolaan Dana

Desa antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh:
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g yaitu, sumber daya

N pelaporan, perubahan

n pemahaman masyarakat.
akukan dalam mengatasi
aitu, pengembangan sistem
gari, meningkat tingkat
atihan.

No. | Peneliti Judul Metode Kesimpulan Persamaan Perbedaan
Pnelitian
1. | Khalida | Analisis Deskriptif (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri | Metode yang Tujuan dan ruang
Shuha Pengelolaan Kualitatif Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan digunakan dan lingkup penelitian
(2018) Dana Desa Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Objek penelitian
(Studi Kasus atausahaan, Pelaporan dan
D3 3 Reé gjawaban tidak sesuai dengan

ana desa selama ini telah berjalan
% ’ aupun pengalokasiannya
m 10 _{B’ . Upaya pemerintah dalam
gf omi masyarakat yaitu dengan

dayaan antara lain dibidang
pberdayaan dibidang umum dan

Metode yang
digunakan dan
Objek penelitian

Tujuan penelitian
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Sri Analisis Deskriptif Dalam pengelolaan dana desa di desa maju
Mulyanti | Pengelolaan komparatif (Sungai Raya Dalam) dan desa tertinggal (Sungai
(2019) Dana Desa di dengan Ambangah) dalam perencanaan, pelaksanaan,
Kecamatan pendekatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung
Sungai Kualitatif jawaban telah melibatkan masyarakat, akan tetapi
RayaKabupate dalam pelaporan pertanggungjawabannya
n Kubu Raya melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk
(Studi Kasus Penggunaan dana desa, desa tertinggal (Sungai
ao : 1 ah) telah menggunakan dana desa sesuai

di Desa Sungai Raya
Suai, karena, pemanfaatan
endukung terciptanya

ﬂ' enaga profesional serta
nsi-usaha ekonomi desa, karena
i'!’ desa untuk pembangunan
aperti halnya desa tertinggal.

Objek penelitian

Tujuan penelitian
dan Metode yang
digunakan

NNy,

<2 NNt

C




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

48

B. Kerangka Pikir
Keberadaan Desa ditengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian

secara yuridis normatif telah di atur,dimana Desa telah diberikan atau lebih

RAEN

‘E\‘Q\\ﬁ\?

yang berad
Daerah. Ha
pada suatu

dan kemajua

daerah selal erapan berbagai
kebijakan. '
Untuk ke Qﬁ

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Desa, maka diperlukan ketersediaan dana yang cukup bagi setiap Desa. Oleh
karena itu, pemerintah telah berupaya menerapkan kebijakan yang tepat dalam
kaitan ini yaitu dengan memberikan transfer Dana Desa kepada masing-masing

Desa.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yag ditrasfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai

pembinaan

ahun 2018

Pengelolaan

Keuangan Desa ) n Ke g eliputi:

khususnysa yang berlangsung di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun kerangka pikir

penelitian sebagai berikut:
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Gambar I1.1.
Kerangka Pikir Tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggung-
jawaban

C. Konsep Operasional
Konsep operasional ini bermaksud menjelaskan mengenai indikator
variabel penelitian beserta item penilaiannya. Konsep operasional dalam penulisan
ini diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan
selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan
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awal yang dilakukan Desa dalam memilih kegiatan dan memutuskan apa
yang harus, kapan, bagaimana, dan siapa pelaksana sehubungan rencana

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam

Bendahara Desa wajib melak pencatatan terhadap seluruh transaksi
yang ada yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
belanja desa serta pembiayaan desa secara sistematis dan kronologis atas
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Adapun item penilaian

Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa yang digunakan terdiri dari:
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a. Penatausahaan pendapatan desa secara sistematis dan kronologis
disertai bukti yang lengkap dan sah.

b. Penatausahaan belanja desa secara sistematis dan kronologis disertai

laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen tertulis untuk

melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan
oleh suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya yang
memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat.Adapun item

penilaian Pertangggungjawaban pengelolaan dana desa adalah:
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a. Pertangggungjawaban realisasi penerimaan Dana Desa, yang relevan,
andal, dapat Dibandingkan, dan dapat Dipahami.

b. Pertangggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa, yang relevan,

pada tabel

Keuangan stis, logis dan
Desa: adalal " sarke = | e - sibel, komitmen,
keseluruhan ‘I er 2= o =1 erehensif

kegiatan ya " enteri pengeluaran yang
meliputi alan : istis, logis dan
perencanaan, " 2geri asic d’ eksibel, komitmen,
pelaksanaan, ik omperehensif

an penerimaan Desa
aan pengeluaran Desa.
snatausahaan pendapatan desa.

¥
pelaporan, dan p
pertanggungja @

waban
keuangan Desa jelol enatausahaan pembiayaan desa

(Permendagri L aporan Realisasi Penggunaan
No. 20 tahun Desa Dana Desa Per Semeter.
2018 Pasal 1 . Pelaporan Realisasi Penggunaan
angka 6) Dana Desa Akhir Tahun

. Pertanggungjawaban Realisasi
Penerimaan Dana Desa
. Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Desa

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Modifikasi oleh Penulis.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanaka a Kebun Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi
penelitian ini dengan pertimbangan bahwa di Desa ini peneliti mengamati masih
adanya permasalahan yang terjadi sehubungan pelaksanaan pengelolaan Dana
tersebut. Jadi melalui penelitian ini peneliti mencoba menganalisis permasalahan
tersebut sehingga dapat menggambarkan sejauhmana pengelolaan Dana Desa
yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

54
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Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta

mengetahui kendala dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

C. Informan Peneliti

Sesuai 0 kualitatif, maka
dalam data atau
responde Wﬁ?oa ' A{B‘ﬂdﬁﬂp orang Yyang

) (7
memberik Si in pat dikatakan
sama dengan r ancing oleh pihak
peneliti. Ist nyak ualitatif.

Unt fcn:ma g (1_rg litian ini dapat
dilihat dala bl W 3
Tabel 111.1. ne

No. ] J i = Keterangan

1. Kepala De ] 09 Key Informan

2. Sekretar S o |w % Key Informan

3. Kaur Keuan 100% Key Informan

4, BPD 14,3% Informan

5. LPM 12 1 9,1% Informan
Jumlah 22 5 22,7%

Sumber Data :Data Olahan 2020

D. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini yang berasal dari Kepala Desa

dan Perangkat Desa dilakukan dengan teknik sensus,karena jumlah populasi

relatif sedikit dan penulis mampu untuk menjangkau keseluruhan dari populasi
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tersebut untuk dijadikan sebagai informan.Sedangkan informan dari Anggota
BPD dan LPM ditentukan dengan Purposive Sampling, yaitu penentuan informan

berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan terpilih tersebut selanjutnya

penelitian ini

dari responden

itian dalam hal

Untuk dapat memperolel ormasi yang lengkap dan diperlukan
dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang
meliputi:
1. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yaitu dengan

mengadakan tanya jawab langsung dengan informan/responden terpilih

untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan cara
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mempersiapkan daftar pertanyaan (wawancara terpimpin), mengenai
pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Observasi

digunakan adalah analisis data kus am analisis data secara kualitatif ini,
maka data kualitatif yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data, yakni
mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, disusun
dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, lalu dianalisis untuk kemudian dapat

mengmabil kesimpulan hasil penelitian.
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H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini dijelaskan seperti pada

tabel berikut:

‘ssﬁh""“‘ﬁan

Tabel 111.2. Jad

No.

1.

2.

3. . ﬁ" }

JF

4 — d

5. an. ‘

LA

6. i ’ W

7.

8. | Konsultasi
bimbingan
Skripsi

9. | Ujian Skripsi

10. | Revisi dan
Pengesahan

11. | Penggandaan
serta
penyerahan

skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis.dan Penduduk

amatan, dengan
luas ilaye ' 0 ! uas wilayah
KecamatanSing ang ter d : sa Kebun Lado
dapat dijan lan aspal yang

dapat dilalu

s-batas wilayah

Sungai Kuning
Berdasarkan Kecamatan Singingi Dalam Angka 2020, Desa Kebun
LadoKecamatan Singingi berpenduduk 1.791 jiwa yang terdiri dari 934 jiwa
penduduk laki-laki dan 857 jiwa penduduk perempuan, serta 483 rumah tangga.
Adapun Kepadatan penduduk di Kebun LadoKecamatan Singingi ini adalah 5.07

jiwa/km?,
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B. Keadaan Sosial dan Budaya
Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Kebun Lado terdiri dari 1 unit

Taman Kanak-kanak (TK) dengan status Sekolah Swasta, yang diasuh oleh 3

tersedia di De ad ' sehatan, maka
masyarakat Desz ) ‘- -L :P_ kesehatan Puskesmas atau
polikinik ya
mana pada u

Penduduk - un_ Le 3 3 gama Islam. Adapun

.Q ! pada umumnya adalah
bertani. Usaha tani yang dike . 5a Ini antara lain seperti budidaya
tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao. Di samping itu terdapat sebagian
penduduk yang mengelola peternakan dengan memelihara ternak sapi, kerbau,
kambing, dan ayam. Selain bertani dan berternak, sebagian penduduk juga

mengelola usaha dagang sebagai sumber mata pencaharian, seperti rumah makan

dan kedan yang menyediakan barang keperluan harian.
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C. Pemerintahan Desa
Desa Kebun Lado dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang mana dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

\\N%?\sﬁs ISLA
ﬁ e

e

Kepala Urusan
Keuangan




BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Pengelolaan Dana Desa BerdasarkansPeraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia.Nomor 20 Fahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa di-Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi
Menurut Undang-Undang: Nomor 6/ Tahun 2014 bahwa Desa merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai
wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, .dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem.pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Denganh demikian melalui Undang-Undang tentang Desa tersebut, maka
pemerintah telah memperkuat_kewenangan Desa 'dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya tersebut maka setiap
Desa harus memiliki sumber keuangan yang memadai. Terlebih lagi seiring
dengan kemajuan zaman “dan.tuntutan.perubahan maka diperlukan upaya
percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa. Sedangkan kemampuan
keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagian dari
bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dana bantuan keuangan
dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber pendapatan desa lainnya
belum dapat diandalkan untuk dapat mempercepat pembangunan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan di Desa.
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Untuk itu maka pihak pemerintah telah mengupayakannya melalui
kebijakan pengalokasaian Dana Desa setiap tahunnnya kepada masing-masing
Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan-bagi Desa, yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.Adapun tujuan
dari pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa adalah: untuk
meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan
perekonomian desa, mengatasi kesenjangan kemajuan antardesa, dan memperkuat
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Seperti halnya di desa-desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingl, maka Desa Kebun Lado*juga memperoleh
penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut. Adapun penerimaan
Dana Desa yang dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Desa Kebun Lado pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 761.248.000,00.
Dana Desa ini dipergunakan-untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan; dan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sejak diberlakukannya penyaluran Dana Desa kepada setiap Desa, maka
Dana Desa merupakan komponen terbesar dari sumber Pendapatan Desa dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian Dana Desa

sangat berperan penting untuk terwujudnya kemajuan dan pengembangan Desa
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kedepannya. Karena demikian pentingnya Dana Desa tersebut bagi kemajuan dan
pengembangan Desa, maka pengelolaannya harus dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya, dan dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan penyalurannya

Republik 1

Pasal 1 an

A.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan yang cukup penting dalam Pengelolaan
Dana Desa, karena dengan adanya perencanaan yang baik maka Dana Desa yang
diterima dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa Pasal 31 ayat (1) bahwa: “Perencanaan pengelolaan keuangan
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Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa

pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.”

A.1.1. Perencanaan Penerimaan

Penerimaan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan uang yang masuk ke
rekening kas desa dari berbagai sumber pendapatan desa. Adapun salah satu
sumber penerimaan Pemerintahan Desa yaitu Dana'Desa yang bersumber dari dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa,
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

Mengenai perencanaan penerimaan Pemerintahan Desa Kebun Lado yang
bersumber dari Dana Desa, dari.wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa
dan Sekretaris Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Rencana penerimaan Pemerintahian Desa- yang bersumber dari Dana Desa
disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari kabupaten mengenai
pagu indikatif desa terkait rencana Dana Desa yang bersumber dari
APBN” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal
10/04/2021)

“Berpedoman pada winformasi pagu indikatif desa mengenai rencana
penyaluran Dana Desa tersebut maka dapat dilakukan penyusunan RKP
Desa melalui muswarah desa, untuk selanjutnya RKP Desa dijadikan dasar
dalam menyusun rancangan APBDes.” (Wawancara dengan Sekretaris
Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas, maka
perencanaan penerimaan pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa

disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif Desa mengenai Dana Desa yang

diinformasikan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pagu indikatif desa mengenai
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Dana Desa ialah perkiraan besaran anggaran Dana Desa yang akan disalurkan ke
Desa untuk satu periode tahun anggaran.
Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan mengenai perencanaan

penerimaan Pemerintahan Desa.Kebun Lado-diperoleh hasil seperti pada tabel

berikut;
Tabel IV.1. Hasil  Observast |7 Tentang , . Perencanaan = Penerimaan
Pemerintahan Desa Dari Dana Desa
No. Uraian Keterangan
1. | Objek yang diamati Rapat Perencanaan Penerimaan
Pemerintahan Desa dari Dana Desa
2. | Aktor yang terlibat Kepala desa dan perangkat desa
3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 5 Januari 2021
4. | Tempat pelaksanaan Balai desa
5. | Hasil observasi Perencanaan penerimaan pemerintahan

desa yang bersumber dari Dana Desa
disusun dengan berpedoman pada pagu
indikatif Desa mengenai Dana Desa
yang diinformasikan oleh  pihak
pemerintah kabupaten

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di atas, maka Perencanaan
penerimaan pemerintahan Desa Kebun Lado yang bersumber dari Dana Desa
disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif Desa mengenai Dana Desa yang
diinformasikan oleh pihak pemerintah Kkabupaten. Hal ini sesuai dengan
penjelasan responden dari hasil wawancara.

Sehubungan dengan perencanaan penerimaan Pemerintahan Desa Kebun
Lado yang bersumber dari Dana Desa, Pagu indikatif desa yang ditetapkan
mengenai Dana Desa untuk periode tahun anggaran 2019 terdiri dari pagu
anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa. Adapun pagu anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa
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yang meliputi sub bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta

pengelolaan lingkungan hidup; sedangkan pagu anggaran bidangpemberdayaan

masyarakat desa diperuntukkan bagi penanaman modal pada Bumdes.

ya langsung ke

ransfer Daerah

Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara, pada Pasal 11 ayat (8) disebutkan bahwa: “Besaran Dana Desa di setiap
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.” Kemudian menurut
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pada Pasal

12 ayat (1) menyebutkan bahwa; Berdasarkan besaran Dana Desa setiap

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan
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Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan besaran

Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

perencanaan

Pengeluar uk menyusun

rencana pe ana Kegiatan

Pemerintah

oenggunaan Dana Desa setiap
tahunnya maka perlu eikutsertaan  masyarakat melalui
musyawarah desa agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tepat
sasaran.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal
05/04/2021)

Sementara itu mengenai perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa
yang menggunakan Dana Desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan

Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:
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“Perencanaan pengeluaran untuk belanja desa yang menggunakan Dana
Desa berpedoman pada hasil dan kesepakatan yang diputuskan dalam
musyawarah desa.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor
Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan.informan penelitian di atas,
maka menunjukkan bahwa perencanaan pengeluaran Pemerintahan Desa yang
menggunakan Dana Desa selalu dimusyawarahkan. Melalui musyawarah desa
yang diadakan pemerintah* desa dengan. melibatkan unsur masyarakat seperti
tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya, maka diharapkan
program dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan dapat berdaya
guna dan berhasil guna terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian mengenai perencanaan Pengeluaran Pemerintahan Desa yang
menggunakan Dana Desa tersebut, dari wawanecara yang dilakukan dengan Ketua
BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat 'masih |Kurang “dalam perencanaan pengeluaran
untuk belanja desa yang menggunakan Dana Desa.” (Wawancara dengan
Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Perencanaan pengeluaran pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa
berpedoman pada hasil keputusan musrenbang, namun masih minimnya
partisipasi masyarakat.”” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun
Lado, tanggal 01/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian dari Ketua
BPD dan Ketua LPM di atas, maka menunjukkan bahwa perencanaan pengeluaran
Pemerintahan Desa yang menggunakan Dana Desa selalu berpedoman pada hasil
keputusan Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat dalam rapat masih

relatif rendah. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa yang

disusun tersebut sangat berguna nantinya untuk menyusun RKP Desa, dan untuk
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selanjutnya RKP Desa tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang telah
dilaksanakan olehsPemerintah-Desa Kebun lLado ditinjau dari segi perencanaan
sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan rencana penerimaan dan
pengeluaran yang disusun cukuprealistis, fogis dan rasional.

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) merupakan salah satu
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa yang mempunyai tugas
membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Adapun
keterkaitan LPM dengan pengelolaan Keuagan Desa yaitu sesuai kedudukannya
sebagai mitra.pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi
masyarakat desa di bidang pembangunan.

Selanjutnya dari ohservasi yang dilakukan mengenai perencanaan
pengeluaran Pemerintah Desa Kebun Lado diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.2. Hasil -~ Observasi Tentang Perencanaan Pengeluaran
Pemerintahan Desa yang Menggunakan Dana Desa

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Musyawarah Desa Perencanaan Pengeluaran
Pemerintahan Desa yang Menggunakan
Dana Desa

2. | Aktor yang terlibat Kepala desa dan perangkat desa serta unsur
masyarakat Desa

3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 08 Januari 2021

4. | Tempat pelaksanaan Balai desa

5. | Hasil observasi Musyawarah desa antara lain membahas
mengenai rencana pengeluaran pemerintah
desa yang menggunakan Dana Desa, namun
terlihat masih minimnya keterlibatan dari
unsur masayarakat

Sumber: Data penelitian, 2021
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Berdasarkan hasil obsrrvasi yang dikemukakan menunjukkan bahwa
dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh
Perangkat Desa dan unsur masyarakat, antara lain dibahas mengenai rencana
pengeluaran pemerintah Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana Desa. Hal ini
juga sesuai dengan penjelasan dari responden melalui wawancara.

Dari hasil musyawarah desa :tersebut, disepakati rencana pengeluaran
Pemerintah 'Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana Desa untuk tahun
anggaran 2019 yang disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pembangunan Desa yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa yang
meliputi penyelenggaraan TK, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan
sarana prasarana/alat peraga TK, penyelenggaraan. PAUD, pembangunan/
rehabilitasi/ ~ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/alat peraga PAUD,
pembangunan/ rehabilitasi/ speningkatan/ pengadaan/sarana prasarana Posyandu,
Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa, pembangunan drainase, pembangunan
jalan pemukiman, pembersihan lahan kebun desa, dan rehab bangunan TK; serta
bidang pemberdayaan masyarakat yaitu penanaman modal pada Bumdes.

Adapun Rencana Pengeluaran Desa Kebun Lado yang menggunakan Dana
Desa untuk Tahun Anggaran 2019 adalah seperti terdapat pada data dokumentasi
yang terlampir pada Lampiran 4.

Dari uraian mengenai perencanaan sehubungan dengan pengelolaan
keuangan desa di Desa Kebun Lado yang dikemukakan di atas, menunjukkan
bahwa pihak pemerintah desa telah melakukan perencanaan penerimaan desa yang

bersumber dari Dana Desa sesuai pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah
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kabupaten. Selanjutnya pihak pemerintah desa juga telah melakukan perencanaan
pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa melalui musyawarah Desa.

Perencanaan pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa adalah untuk

membiayai pelaksanaal tan_p 1 g ngan demikian maka

dapat disi 2 cana .9 Dana Desa di Desa
%

kaitan deng nge ; al sa, pelaksanaan
maksudnya af ANa3 : Jeluaran Desa yang

dilaksanakan alu eS elah dikemukakan pada

Kabupaten ke Desa. Adapun yang @ d pengeluaran desa adalah belanja desa
yang menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut.

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
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pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang

ditunjuk Bupati/Wali Kota.”

Desa dalam
3 Desa yang

imaan yang

dalam Anggaran

Pendapatan anggaran 2019

adalah sebe aan desa yang

bersumber gelolaan Dana

Riau/Kepri.” (Wawancara epala’ Desa Kebun Lado, tanggal
10/04/2021)

“Pelaksanaan penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa selalu
dilakukan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk.”
(Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun

Lado, pelaksanaan penerimaan Dana Desa sebagaimana yang telah dianggarkan di
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dalam APBDes berasal dari daba APBN yang diterima menggunakan rekening
Kas Desa pada Bank Riau/Kepri.

Dari observasi yang penulis lakukan sehubungan dengan pelaksanaan
penerimaan Desa.yang bersumber dari Dana.Desa di Desa-Kebun Lado tersebut,
diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1V.3. Hasil Observasi-Fentang Pelaksanaan Penerimaan Desa yang
Bersumber dart'Dana Desa

No. Uraian Keterangan
1. | Objek yang diamati Penerimaan Desa yang Bersumber dari
Dana Desa
2. | Aktor yang terlibat Kepala Desa dan Sekretaris Desa
3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 10 April 2021
4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa
5. | Hasil observasi Dalam 'melakukan penerimaan Desa

yang bersumber dari-Dana Desa setiap
tahunnnya selalu menggunakan
rekening Kas Desa yaitu Bank Riau
Kepri. Penerimaan = Desa  yang
bersumber dari Dana Desa untuk tahun
anggaran 2019 sesuai yang dianggarkan
di dalam APB Desa.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan
bahwa Pemerintah Desa Kebun Lado, Dalam melakukan penerimaan Desa yang
bersumber dari Dana Desa setiap tahunnnya selalu menggunakan rekening Kas
Desa yaitu Bank Riau Kepri. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari hasil
wawancara dengan responden penelitian.

Realisasi penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kebun
Ladopada tahun anggaran 2019 adalah sesuai dengan yang dianggarkan di dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun
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anggaran 2019 tersebut yaitu sebesar Rp 761.248.000,00, seperti yang terdapat

pada data dokumentasi seperti yang terlampir pada Lampiran 5.

A.2.2. Pelaksanaan Pengeluaran Desa

Pelaksanaan Pengeluaran Desa yaitu aktivitas pemerintah Desa dalam
merealisasikan pengeluaran Desa sebagaimana yang telah dianggarkan di dalam
APB Desa yang antara_lain.pengeluaran Desa yang' menggunakan Dana Desa atau
dana tranfer dari pemerintah pusat/APBN. Dana Desa yang diperoleh dari
pemerinatah pusat ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai
kegiatan pembangunan Desa yang telah direncanakan di dalam APB Desa setiap
tahun anggaran.

Adapun.mengenai pelaksanaan Pengeluaran  Desa yang menggunakan
Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan
Kepala Desa dan Kepala Urusan Ketangan menjelaskan sebagai berikut:

“Pengeluaran Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
menggunakan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan
pembayaran dilakukan berdasarkan SPP yang diajukan pelaksana
kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal
10/04/2021)

“Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan melalui
Rekening Kas Desa.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kebun Lado,
tanggal 05/04/2021)

Dari penjelasan yang dikemukakan responden penelitian di atas

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran desa untuk biaya yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana

Desa sebagaimana yang dianggarkan di dalam APB Desa di Desa Kebun Lado
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dilakukan melalui Kas Desa yakni Bank Riau Kepri, dan pembayaran dilakukan
berdasarkan SPP yang diajukan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya dari observasi yang penulis lakukan sehubungan dengan
pelaksanaan pengeluaran Desa.yang menggunakan Dana Desa di Desa Kebun
Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut.:

Tabel IV.4. Hasil Observasi~Fentang Pelaksanaan Pengeluaran Desa yang
Menggunakan Dana Desa

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Pengeluaran Desa yang menggunakan
dari Dana Desa yang berasal dari
APBN.

2. | Aktor yang terlibat Kepala Desa dan Sekretaris Desa

3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 10 April 2021

4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa

5. | Hasil observasi Pengeluaran Desa yang menggunakan

Dana Desa . diperuntukkan untuk
pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan
pembangunan = Desa  sebagaimana
dianggarkan di dalam APB Desa yang
dilakukan melalui rekening Kas Desa
yaitu Bank Riau Kepri, dan dibayarkan
sesuai SPP yang diajukan pelaksana
kegiatan.

Sumber: Data penelitian, 2021
Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa
Pengeluaran Desa yang menggunakan Dana Desa oleh pemerintah Desa Kebun
Lado diperuntukkan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
yang mana pembayaran dilakukan melalui rekening Kas Desa yaitu Bank Riau
Kepri, dan pembayaran tersebut dilakukan sesuai SPP yang diajukan pelaksana
kegiatan.
Penunjukan Bank Riau Kepri sebagai Kas Desa di Kebun Lado tahun 2019

dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebun Lado Nomor 4 Tahun 2019



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

77

tentang Penunjukan Bank Riau/Kepri Sebagai Kas Desa Kebun Lado Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Adapun Keputusan Kepala

Desa Kebun Lado tentang Penunjukan Bank Riau Kepri sebagai pemegang Kas

Anggaran ?
Lampiran 7

Pem ayz ";: ‘- a -L :;' embanguhan Desa  yang
menggunakan.Dana Des 1 : 3 an 2019 dilakukan

berdasarkan

Lampiran 8.

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan melalui
rekening Kas Desa dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dalam
pengelolaan keuangan Desa dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
anggaran. Dengan begitu maka anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara

optimal sesuai perencanaan.
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Dari keseluruhan uraian mengenai pelaksanaan, sehubungan dengan
pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019 menunjukkan bahwa

pihak pemerintah desa telah melaksanakan penerimaan Desa yang bersumber dari

pengelolaan keuangan desa ada 3s administrasi pencatatan kegiatan

keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh
Bendahara Desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan fihak terkait lainnya.
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada
yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta

pembiayaan desa. Pelaksana kegiatan melakukan penatausahaan terkait kegiatan
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yang dilakukannya. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan
kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.”

Dalam penatausahaan sehubungan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun

dengan pengelolaan Dana Desal Desa di Desa Kebun Lado tersebut,

dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan
menjelaskan sebagai berikut:

“Kaur keuangan selaku bendahara desa melakukan penatausahaan
penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa sesuali
ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado,
tanggal 10/04/2021)
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“Penatausahaan penerimaan pendapatan Desa yang bersumber dari Dana
Desa dilakukan dengan pencatatan dalam buku kas umum.” (Wawancara
dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal
26/03/2021)

penatausahaan

penerimaan sahaan dalam

pengelolaan eh hasil sebagai
berikut:
Tabel 1V.5. Penerimaan

No.

1 aan Pendapatan
2 euangan (Bendahara
3.

4. | Tempat pelaksanaar

5. | Hasil observasi am  penatausahaan  penerimaan

pendapatan Desa, Kepala Urusan
Keuangan sebagai Bendahara Desa
telah melakukan pencatatan transaksi
yang berhubungan dengan penerimaan
Desa menggunakan Buku Kas Umum.

Sumber: Data penelitian, 2021
Berdasarkan hasil observasi mengenai penatausahaan pendapatan Desa
yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal

penatausahaan penerimaan pendapatan Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019,
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Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan
transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Desa menggunakan Buku Kas

Umum. Hal ini juga bersesuaian dengan penjelasan dari responden penelitian

(1) Penats euangar : g e . sebagai

(2) Peng : 2bagaima g kukan dengan
at seti aan da luz U kas umum; dan
3) Pgn 3 : ;" ‘ S J; na d ksu pada ayat (2)

mengunakan Dana Desa dilakukan oleh bendahara desa.

Adapun mengenai penatausahaan pengeluaran untuk belanja Desa yang
menggunakan Dana Desa, sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan
Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan

Kepala Desa dan Kaur Keuangan menjelaskan sebagai berikut:
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“Penatausahaan pengeluaran belanja Desa yang menggunakan Dana Desa
dilaksanakan oleh Kaur Keuangan setiap transaksi yang terkait belanja
Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun Lado, tanggal
10/04/2021)

“Pencatatan pengeluaran belanja Desa yang<menggunakan Dana Desa
dilakukan.dengan mencatat pengeluaran-dalam buku-kas umum, buku bank
dan buku kas pembantu pajak. Di samping itu pihak pelaksana kegiatan
juga melakukan pencatatan pengeluaran belanja desa pada buku kas
pembantu kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan,
Kantor Desa Kebun Lado;-tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas

menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan belanja Desa yang menggunakan

Dana Desa di Desa Kebun Lado pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan pencatatan pengeluaran

belanja Desa yang menggunakan Dana Desa dalam buku kas.umum, buku bank

dan buku kas pembantu pajak dan buku kas pembantu kegiatan.

Selanjutnya dari observasi yang penulis_lakukan mengenai penatausahaan

belanja desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut,

diperoleh hasil sebagal berikut:

Tabel 1V.6. Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Belanja Desa

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Penatausahaan Belanja/Pengeluaran Desa

2. | Aktor yang terlibat Kepala Urusan Keuangan (Bendahara
Desa)

3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 26 Maret 2021

4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa

5. | Hasil observasi Dalam  penatausahaan  pengeluaran/

belanja Desa, Kaur Keuangan telah
melakukan pencatatan transaksi yang
berhubungan dengan pengeluaran/belabja
Desa pada buku kas umum, buku bank
dan buku kas pembantu pajak.

Sumber: Data penelitian, 2021
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Berdasarkan hasil observasi mengenai penatausahaan pengeluaran/belanja
Desa yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal

penatausahaan pengeluaran/belanja Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019, Kepala

n.pencatatan transaksi

all a Oalld d —{
yang b " -“ .@ um, buku

yang dila A ara desa terhadap selurt yaan desa yang
meliputi pe .
Desa. Penatausaha a juga diperluka Ik terciptanya tertib
dan disiplin

Desa antara lain'se 1 a pada suatu unit

Lado tersebut, dari wawancara e ukan dengan Kepala Desa dan Kaur

Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Kaur keuangan selaku bendaharan melakukan penatausahaan pembiayaan
Desa yang terkait dengan Dana Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa
Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

“Penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait dengan Dana Desa dilakukan
dengan mencatat penerimaan atau pengeluaran pembiayaan Desa pada
buku kas umum atau buku bank desa.” (Wawancara dengan Kepala
Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado, tanggal 26/03/2021)
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Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas
menunjukkan bahwa dalam hal penatausahaan pembiayaan Desa yang terkait
dengan Dana Desa sehubungan penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa
Kebun Lado pada umumnya.sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dari observasi-yang:penulis Jakukan mengenai penatausahaan
pembiayaan  desa..sehubungan dengan penatausahaan. dalam pengelolaan
Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1V.7. Hasil Observasi Tentang Penatausahaan Pembiayaan Desa

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Penatausahaan Pembiayaan Desa

2. | Aktoryang terlibat Kepala Urusan Keuangan (Bendahara
Desa)

3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 26 Maret 2021

4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa

5. | Hasil observasi Dalam. | ‘Penatausahaan  Pembiayaan

Desa, Kepala Urusan Keuangan sebagai
Bendahara Desa«telah melakukan
pencatatan transaksi yang berhubungan
dengan penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan menggunakan Buku Kas
Umum, dan.Buku Pembantu Bank.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi-mengenai penatausahaan pembiayaan Desa
yang dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam hal
penatausahaan penbiayaan Desa di Desa Kebun Lado tahun 2019, Kepala Urusan
Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan pencatatan transaksi yang
berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan

Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank.
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Adapun bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku
Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak yang dipergunakan Kaur Keuangan
(Bendhara Desa) dalam penatausahaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado
tersebut adalah seperti data dokumentasi yang terlampir pada.L ampiran 9:

Dari uraian mengenai penatausahaan Dana Desa sehubungan dengan
pengelolaan Keuangan Desa _dizResa‘Kebtn lado tahun 2019 yang dikemukakan
di atas menunjukkan bahwa dalam hal Penatausahaan Keuangan Desa, Pemerintah
Desa melalui Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa telah melakukan
pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan,
pengeluaran belanaja, serta penerimaan dan pendapatan pembiayaan Desa.
Pencatatan dalam penatausahaan Keuangan Desadilakukanmenggunakan Buku
Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku
Pembantu Pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
dalam hal penatausahaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

A.4. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu aktivitas untuk menyampaikan hasil yang telah
dicapai dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Adapun pelaporan yang
dimaksud disini adalah pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Kepala
Desa secara periodik setiap semeter atau setiap akhir tahun anggaran untuk
memenuhi prinsip tarnsparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Kepala Desa menyampaikan Pelaporan penggunaan Dana
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Desa kepada Bupati/walikota melalui Camat. Adapun hal yang penting dalam
penyampaian pelaporan yaitu penyajian informasi data yang valid dan akurat,
sistematis, ringkas dan jelas, serta tepat waktu.

A.4.1. Pelaporan.Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester.Pertama

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Semester yang dimaksud
disini ialah pelaporan mengenai «ealisasi' penggunaan Dana Desa secara periodik
untuk satu semeter atau 6 bulan, yang terdiri Pelaporan Tahap | (6 bulan pertama)
dan Pelaporan Tahap 1l (6 bulan kedua).

Mengenai Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa, di dalam “Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 68 dinyatakan bahwa.:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana-dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.”
Terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap | atau

Semester Pertama sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di
Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa
dan Kepala Urusan Keuangan menjelaskan sebagai berikut:

“Kami pada dasarnya selalu berupaya untuk menyampaikan Pelaporan

Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap | dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kebun
Lado, tanggal 10/04/2021)
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“Penyampaian laporan realisasi yang terkait penggunaan Dana Desa
Semester Pertama pada umumnya dapat dilakukan tepat waktu.”
(Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Kantor Desa Kebun Lado,
tanggal 26/03/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan.oleh informan penelitian di
atas menunjukkan ‘bahwa pihak pemerintah desa setempat selalu berupaya
maksimal dalam menyampaikan Pelaporan tentang Realisasi Penggunaan Dana
Desa Per Semester. Selanjutnya terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Per Semester sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan
Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua
BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap | (Semester Pertama)
yang disusun pada dasarnya sudah cukup akurat, jelas dan sistematis.”
(Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Pelaporan  Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama oleh
pemerintah desa sudah cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku.”
(Wawancara dengan Ketua LLPMi Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan penelitian di atas

menunjukkan bahwa dalam hal Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap
| (SemesterPertama) sehubungan penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa
Kebun Lado Tahun anggaran 2019 pada umumnya sudah cukup baik dan sesuai
ketentuan yang berlaku. Dalam penyampaian Pelaporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Per Semester tersebut yang terpenting harus dilakukan secara akurat,
sistematis, jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan mengenai pelaporan

realisasi penggunaan Dana Desa Tahap | (Semester Pertama) diperoleh hasil

sebagai berikut:
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Tabel 1V.8. Hasil Observasi Tentang pelaporan realisasi penggunaan Dana
Desa Tahap | (Semester Pertama)

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap | (Semester Pertama)

2. | Aktor yang terlibat Kepala . Urusan Keuangan (Bendahara Desa)

3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 26 Maret 2021

4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa

5. | Hasil observasi Penyampaian pelaporan realisasi
penggunaan;Dana Desa Tahap | (Semester
Pertama) kurang sesuai dengan waktu yang
ditentukan

Sumber: Data penelitian, 2021

Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak pemerintah
desa telah menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap |
(Semester Pertama) tahun anggaran 2019, namun penyampaian pelaporan realisasi
penggunaan Dana Desa Tahap | (Semester Pertama) tersebut kurang sesuai
dengan waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan.Sedangkan pihak-Desa Kebun Lado menyampaikan pelaporan
realisasi penggunaan Dana Desa Tahap | (Semester Pertama) tahun anggaran 2019
tersebut pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun bentuk ‘pelaporan realisasi .penggunaan Dana Desa Tahap |
(Semester Pertama) di Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah

seperti terdapat pada dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 7.

A.4.2. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran
Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran yang
dimaksud disini ialah pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa secara periodik

untuk setiap tahun, sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBDes. Pelaporan
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Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya
sangat penting untuk terciptanya transparansi dalam pengelolaan desa. Dengan
begitu maka publik dapat memperoleh informasi mengenai sejauhmana
penggunaan Desa-Desa untuk-kemajuan dan.pengembangan.desa terutama untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan kententuan: yang: berlaku; maka Kepala Desa Kebun Lado
juga berkewajiban menyampaikan Pelaporan mengenai Realisasi Penggunaan
Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat. Pelaporan
ini meliputi laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan
laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa.

Terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun
Anggaran sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa
Kebun Lado tersebut, dari~wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa
menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran
selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan
Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

Berdasarkan penjelasan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa
Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran oleh
pemerintah desa Kebun Lado selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Pelaporan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati melalui Camat antara lain meliputi laporan pelaksanaan APBDes
yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan

Dana Desa
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Selanjutnya terkait dengan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Akhir Tahun Anggaran sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan

Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua

BPD dan Ketua LPM menjelaskan sebagai berikut:

“Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk setiap tahun pada
umumnya sudah cukup baik dan sesuai ketentuan.” (Wawancara dengan
Ketua BPD Kebun Lado, tanggal 05/04/2021)

“Masih adanya Keterlambatan dalam penyampaian Pelaporan Realisasi

Penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun anggaran.” (Wawancara dengan
Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal 01/04/2021)

Dari penjelasan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam hal

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada setiap Akhir Tahun Anggaran

sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado secara umum

telah cukup terlaksana dengan baik sesual ketentuan yang berlaku namun masih

adanya keterlambatan dalam-penyampaian pelaporan tersebut.

Selanjutnya dari observasi yang dilakukan mengenai pelaporan realisasi

penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1V.9. Hasil Observasi Tentang Pelaporan-Realisasi Penggunaan Dana
Desa Akhir Tahun Anggaran

No. Uraian Keterangan

1. | Objek yang diamati | Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa
Akhir Tahun Anggaran

2. | Aktor yang terlibat Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa)

3. | Waktu pelaksanaan | Tanggal 26 Maret 2021

4. | Tempat pelaksanaan | Kantor Desa

5. | Hasil observasi Penyampaian pelaporan realisasi penggunaan

Dana Desa Akhir Tahun Angaran telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yang memuat
laporan pelaksanaan APBDes yang bersumber
dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan
yang menggunakan Dana Desa dan tepat waktu

Sumber: Data penelitian, 2021
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Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas, menunkukkan
bahwa Penyampaian pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa Akhir Tahun
Angaran di Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang. berlaku, yaitu meliputilaporan pelaksanaan
APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang
menggunakan Dana Desa dancsesuai ketentuan waktu yang ditetapkan, dan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan waktu yang
ditetapkan yaitu bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes yang bersumber
dari Dana Desa dan laporan realisasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa di
Desa Kebun Lado Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah seperti.terdapat pada data
dokumentasi yang terlampir pada Lampiran 5.

Dari uraian mengenai-pelaporan sehubungan pengelolaan keuangan desa di
Desa Kebun Lado Tahun anggaran 2019 yang dikemukakan di atas menunjukkan
bahwa pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan realisasi penggunaan
Dana Desa Tahap | (semester pertama) dan pelaporan realisasi penggunaan Dana
Desa Akhir Tahun Angaran kepada Bupati melalui Camat meliputi laporan
pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa dan laporan realisasi
kegiatan yang menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
Dengan demikian, maka dalam hal pelaporan, pengelolaan Dana Desa di Desa
Kebun Lado Tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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A.5. Pertanggungjawaban

Setiap pimpinan lembaga atau instansi pemerintah seperti halnya
pemerintahan desa pada dasarnya berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban terutamayang terkait dengan realisasi anggaran dan realisasi
kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban
oleh suatu lembaga atau instansi| pemerintah .pada umumnya mencerminkan
pencapaian Kinerja lembaga atau instansi pemerintah tersebut selama satu tahun
anggaran. Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi mengenai kinerja suatu lembaga atau instansi pemerintah tersebut
dan berdasarkan hasil evaluasi itu dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan
yang diperlukankedepannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan
yaitu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah; relevan, andal, dapat dibandingkan
dan dapat dipahami. Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan
keuangan desa, Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa: “Kepala Desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota
melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (2)
disebutkan pula bahwa: “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.”
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A.5.1. Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa
Sejak diberlakukannya kebijakan penyaluran Dana Desa pada tahun 2015,

maka diharapkan adanya percepapatan pembangunan dan pemberdayaan

Dana Desa

sa Kebun Lado

auae ALy

TR e

a Desa setiap
dalam  laporan
awancara dengan

jawaban sudah sesuai ketentuan ya

Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban realisasi penerimaan Dana
Desa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa/Keuangan Desa di Desa Kebun
Lado tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD dan Ketua

LPM menjelaskan sebagai berikut:
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“Pertanggungjawaban kepala desa terhadap realisasi penerimaan Dana Desa
yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya
secara umum cukup akurat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun
Lado, tanggal 05/04/2021)

“Laporan pertanggungjawaban penerimaan Dana, Desa oleh Kepala Desa
secara umum sudah dilaksanakan_dengan baik Sesuai ketentuan yang
ditetapkan.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal
01/04/2021)

Berdasarkan penjelasan, yang. dikemukakan informan penelitian di atas
menunjukan bahwa Pertanggungjawaban mengenai realisasi penerimaan Dana
Desa setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan
pertanggung jawaban secara umum cukup baik dan akurat. Keakuratan dalam
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahunnya pada suatu
lembaga atau instansi pemerintah tentunya sangat penting pihak pengguna laporan
memperoleh data yang sebenarnya. Selanjutnya dari hasil observasi yang
dilakukan mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa,

diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1V.10. Hasil - Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi
Penerimaan Dana Desa

No. Uraian Keterangan
1. | Objek yang diamati Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan
Dana Desa
2. | Aktor yang terlibat Kepala Desa
3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 10 April 2021
4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa
5. | Hasil observasi Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan

Dana Desa telah memuat besarnya realisasi
penerimaan Dana Desa dari dana tranfer
pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2019
dan melaporkannya kepada Bupati melalui
Camat sesuai waktu yang ditetapkan

Sumber: Data penelitian, 2021
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Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan
bahwa Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa di Desa Kebun

Lado untuk tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang

kepada set ' : cekatnya § ya percepatan
kemajuan

desa. Oleh

anggaran. Untuk

setiap tahun anggaran.

Adapun mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa
sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado tersebut, dari
wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai

berikut:
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“Kami pada dasarnya selalu berupaya maksimal untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana Desa
setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan
Kepala Desa Kebun Lado, tanggal 10/04/2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan.informan penelitian di atas
menunjukan.bahwa" Pertanggungjawaban mengenai realisasi penggunaan Dana
Desa setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam laporan
pertanggung jawaban .secara umum.  sudah seSuai . ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya ‘mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa
sehubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebun Lado tersebut,
dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) menjelaskan sebagai berikut:

“Laporan. pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya
masih kurang tepat waktu.” (Wawancara dengan Ketua BPD Kebun Lado,
tanggal 05/04/2021)

“Masih ~ sadanya - keterlambatan [ 'dalam  penyampaian  laporan
pertanggungjawaban oleh Kepala Desa setiap tahun anggaran tentunya
dapat berpengaruh terhadap proses pencairan Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.” (Wawancara dengan Ketua LPM Desa Kebun Lado, tanggal
01/04/2021)

Dari penjelasan’ yang dikemukakan “informan penelitian di atas
menunjukan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi
penggunaan Dana Desa yang dilaksanakan setiap tahunnya yang disampaikan oleh
Kepala Desa dalam laporan pertanggung jawaban masih terjadi kurang tepat
waktu atau keterlambatan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dari

observasi yang dilakukan mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan

Dana Desa, diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel IV.11. Hasil Observasi Tentang Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana

No. Uraian Keterangan
1. | Objek yang diamati Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Desa
2. | Aktor yang terlibat Kepala Desa
3. | Waktu pelaksanaan Tanggal 10 April 2021
4. | Tempat pelaksanaan Kantor Desa
5. | Hasil observasi Kepala Desa menyampaikan Pertanggung

Jawaban ' Realisasi Penggunaan Dana Desa
untuk  tahun'/< anggaran 2019  dan
melaporkannya kepada Bupati melalui Camat
sesual waktu yang ditetapkan, yang memuat
laporan realisasi hasil-hasil pembangunan
fisik yang menggunakan Dana Desa.

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dikemukakan di atas menunjukkan
bahwa Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kebun
Lado untuk tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
mana telahmemuat laporan ~realisasi hasil-hasil pembangunan fisik yang
menggunakan Dana Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai
dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.

Adapun bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai
keuangan desa yang bersumber dari.Dana Desa pada Tahap | dan Tahap Il Tahun
Anggaran 2019 di Desa Kebun Lado adalah seperti dokumentasi yang terlampir
pada Lampiran 10.

Dari uraian mengenai pertanggungjawaban sehubungan dengan
pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 yang
dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban, pihak

pemerintah desa telah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penerimaan
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Dana Desa dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa
Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yang memuat laporan realisasi hasil-hasil pembangunan fisik yang menggunakan
Dana Desa dan.disampaikan. kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan
ketentuan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa dalam hal,pertanggungjawaban, pengelolaan Dana Desa di
Desa Kebun Lado untuk tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari keseluruhan uraian analisis dan pembahasan yang dikemukakan di
atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa . di Kebun Lado ,Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingitahun 2019 yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada umumnya telah cukup
terlaksana dengan baik dan sesual ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dapat  dilihat *.dari..perencanaan sehubungan dengan
pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, pemerintah desa menyusun rencana
penerimaan Dana Desa berpedoman pada pagu indikatif Desa tentang Dana Desa
untuk tahun anggaran berikutnya, dan menyusun rencana pengeluaran pemerintah
desa yang menggunakan Dana Desa berdasarkan hasil dan keputusan Musyawarah

Desa, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKP Desa, dan
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selanjutnyaRKP Desa digunakan sebagai dasar penetapan APBDes melalui
Peratuarn Desa.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan sehubungan dengan pengelolaan Dana

n pengelolaan

melaksanakan

Penggunaan Dana Desa Tahap | (semester pertama) dan Pelaporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran dengan baik dan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Kemudian dalam hal pertanggungjawaban sehubungan dengan
pengelolaan Dana Desa di Desa Kebun Lado, Kepala Desatelah menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penerimaan Dana Desa dan Laporan



100

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui
Camat pada akhir tahun tahun anggaran meliputi laporan realisasi pelaksanaan
kegiatan yang menggunakan Dana Desa serta disampaikan sesuai ketentuan waktu

yang ditetapkan.

B. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan ' Keuangan /Desa di DesaKebun Lado
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu program/kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana yang bersumber dari

APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai suatu program/kegiatan, maka dalam

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa keberhasilan atau efektivitasnya dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor yang mempengaruhi tersebut

adakalanya bersifat menghambat dalam‘pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 29 bahwa:

“Pengelolaan  Keuangan Desa ' meliputis:  Perencanaan;  Pelaksanaan;

Penatausahaan; Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.” Dana Desa sebagai salah

satu komponen keuangan desa, maka dalam pengelolaannya dapat dilakukan

dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuagan desa.
Adapun beberapa faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kebun Lado Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah sebagai berikut:
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B.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk
mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam setiap
lembaga/instansi_pemerintah. ‘Hal_ini dikarenakan sumber.daya manusia selain
sebagai.perencana juga sebagai penggerak dan pengelola untuk dapat
berfungsinya sumber daya lain-yang terdapat .dalam lembaga/instansi pemerintah
tersebut. Oleh sebab itu setiap lembaga/instansi pemerintah perlu didukung oleh
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki kapasitas yang
dibutuhkan. Dengan begitu maka pelaksanaan program/kegiatan dapat mencapai
keberhasilan secara optimal, seperti halnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa pada umumnya dan pengelolaan Dana
Desa pada khususnya, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan teknis yang memadai dibidang administrasi keuangan dan akuntansi.
Namun di Kantor Desa Kebun Lado sumber daya manusia yang tersedia yang
memiliki kemampuan teknis tersebut sangat terbatas dibandingkan dengan beban
tugas yang ada dalam pengelolaan keuangan atau Dana Desa, terlebih dalam hal
penyusunan Rencana Anggaran  Biaya..(RAB) dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia tersebut
antara lain menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai jadwal

yang ditetapkan dan penyusunan laporan tidak tepat waktu.

B.1. Sarana dan Prasarana
Penyelenggaraan pemerintahan desa dewasa ini semakin dituntut untuk

dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas terutama dalam hal pengelolaan
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keuangan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya Kinerja
pemerintahan desa yang baik khususnya dalam pengelolaan keungan desa,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembedrdayaan
masyarakat desa dapat dioptimalkan.

Maka dari itu lembaga pemerintahan desa harus mampu menerapkan
sistem informasi keuangan desa: secara digital .dengan memanfatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan menerapkan
sistem informasi keuangan desa secara digital dalam pengelolaan Dana Desa
maka dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta
mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga asas transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan Dana Desa dapat terwujud.Namun di Desa Kebun Lado, Dana
Desa masih dikelola secara konvensional dikarenakan penerapan sistem informasi
digital dalam pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan karena terhambat oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana

pendukung seperti ketersediaan perangkat jaringan internet.

B.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga cukup berperan penting untuk dapat
mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa pada umumnya dan dalam
pengelolaan Dana Desa pada khususnya. Adapun partisipasi masyarakat
sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa yang cukup penting adalah
keikutsertaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang
Desa). Melalui Musrenbang Desa yang diadakan oleh pemerintah desa maka

masyarakat desa dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan serta sarannya untuk



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

103

kemajuan dan pengembangan desa kedepannya. Selanjutnya pihak Pemerintah
Desa menampung ide-ide dan gagasan serta saran yang disampaikan masyarakat

tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas

Lado da

kegiatan p

kebutuhan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

bagian penelitian

sebagai be @‘
1. Dalam Negeri
Pengelolaan

gi Kabupaten

dalam penyusunan RKP penyusunan APBDes. Selanjutnya
dalam hal pelaksanaan, pihak pemerintah desa telah melaksanakan
penerimaan desa yang bersumber dari Dana Desa melalui rekening Kas
Desa, serta merealisasikan pengeluaran yang menggunakan Dana Desa
untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui rekening Kas
Desa. Sementara itu dalam hal penatausahaan, pemerintah desa telah

melaksanakan penatausahaan pengelolaan Dana Desa dengan pencatatan

104
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transaksi yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan

Desa dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, yang menggunakan

Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Bank dan

kurang tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet, serta rendahnya

partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa.

B. Saran
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, maka saran yang dapat

penulis kemukakan antara lain:
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Masyarakat desa hendaknya selalu berpartisipasi secara aktif dalam
mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa dengan keikutsertaan

dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Melalui musyawarah

masyarakat dapat

S LSS -

an meningkatkan
gan desa pada
dengan cara

dan memberikan



107

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Jakarta: Ringka Cipta.

Adisasmita, R:, 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha
[Imu.

Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

BPKP, 2016. Pengelolaan “Keuangan Desa,””Bogor: Pusat -Pendidikan dan
Pelatihan Pengawasan BPKP.

Daryanto, 1997. Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo.
Handoko, T. Hani, 2012. Manajemen, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

, 2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Yogyakarta
: BPFE- Yogtakarta.

Herujito, Yayat M., 2004. Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : PT. Grasindo.

Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan: dalam Perspektif Pelayanan
Publik, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Komariah, A., dan Satori, D., 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Alfabeta.

Komarudin, 2001. Ensiklopedia- Manajemen; Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian Keuangan RI, 2017. Buku Pintar Dana Desa; Jakarta: Kementerian
Keuangan RI.

Kecamatan Singingi Dalam Angka 2019.
Mahmudi, 2007. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga.
Manulang, M., 1990. Dasar-dasar Manajemen; Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J., 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernologi (llmu Pemerintahan Baru 1). Jakarta:
Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif, 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jakarta: Erlangga.

Pasolong, Harbani., 2008. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.

Rasyid, Ryaas, 2002. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan
Kepemimpinan, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.

Salam, Dharma Setyawan, 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta:
Djambatan.



108

Santosa, Pandji, 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance,
Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

,2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:
Alfabeta.

Sutedi, Adrian, 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam
Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta.

, 2013. lImu Pemerintahan. Jakarta; Bumi-Aksara.

Thoha, Miftah, 2008. Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di _Era Reformasi.
Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Wasistiono, Sadu, 2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan. Bandung: IPDN Press
Jatinangor.

Dokumentasi-dan Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri® Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Desa Kebun Lado Nomar 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Penelitian Terdahulu:

Fahrul Ridha (2019), “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa.”
Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Medan.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

109

Khalida Shuha (2018), “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada
Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang
Pariaman).” Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Padang.

Sri Mulyanti (2019), “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sungai
Raya Kabup Desa Sungai Raya Dalam




	Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
	HALAMAN JUDUL  i
	LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  ii
	LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI  iii
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  v

